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RESUME 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XVII/2019 PERIHAL 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI 
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

28 NOVEMBER 2019 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, pukul 12.01 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019, perwakilan DPR 
RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 dalam perkara Nomor 51/PUU-
XVII/2019 diajukan oleh Muhammad Sholeh, S.H dan Ir. Ahmad Nadir 
(selanjutnya disebut Para Pemohon).  
 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 
41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016. Bahwa pasal a quo UU 
Pilkada selengkapnya berketentuan sebagai berikut:   
 

Pasal 40 
(1) “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan 

calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua 
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puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 
25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam 
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah 
yang bersangkutan.  

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan 
pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan 
dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.  

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan 
pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% 
(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik 
yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”  

 
Pasal 41 

(1)  ”Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur 
dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah 
penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih 
tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir 
di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: 
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling 
sedikit 10% (sepuluh persen);  

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 
tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 
(enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan 
setengah persen);  

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 
tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 
(dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh 
setengah persen);  

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 
tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling 
sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan  

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. 

 
(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika 
memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 
dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada 
pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah 
bersangkutan, dengan ketentuan:  
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 

pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa 
harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);  
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b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 
pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 
8,5% (delapan setengah persen);  

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 
pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 
1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh 
setengah persen);  

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 
pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung 
paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan  

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. 

 
(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 

bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas 
kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk 
tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang 
menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum 
dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau 
kabupaten/kota dimaksud. 

 
(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 

(satu) pasangan calon perseorangan.” 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) Pasal 41 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 dianggap Para Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) 
Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 dalam permohonan 
a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 

[3.10.1] Bahwa pokok permohonan a quo adalah berkenaan dengan isu 
konstitusional perihal pemberlakuan syarat dukungan jumlah penduduk 
bagi calon kepala daerah yang mendaftarkan diri dari calon perseorangan; 
Berkenaan dengan dukungan kepada calon perseorangan, Mahkamah telah 
menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
5/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam 
putusan-putusannya yang dalam Paragraf [3.12.4] Putusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017 mengulang 
kembali penegasannya, yaitu: 
.... 
 

[3.10.2] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional sebagaimana yang 
didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah kembali menegaskan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 bertanggal 29 September 
2015, Paragraf [3.15] yang menguji antara lain Pasal 41 ayat (1) dan ayat 
(2) UndangUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang (UU 
8/2015) .... 
 

[3.10.3] Bahwa terhadap Pasal 41 ayat (1) UU 10/2016 sepanjang frasa 
“dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau 
pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”, Pasal 41 
ayat (2) UU 10/2016 sepanjang frasa “dan termuat dalam daftar pemilih 
tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan 
sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” dan Pasal 41 ayat 
(3) UU 10/2016 sepanjang frasa “dan tercantum dalam Daftar Pemilih 
Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota 
dimaksud”, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017, Paragraf 
[3.12.5] .... 
 

[3.10.4] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 41 UU 10/2016, oleh 
karena terhadap pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana yang telah 
dikutip dalam Paragraf [3.10.2] dan Paragraf [3.10.3] di atas berkaitan erat 
dan masih relevan untuk menilai konstitusionalitas Pasal 41 UU 10/2016 
serta pembentuk undang-undang telah pula menegaskan kembali Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dengan menambahkan 
frasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan a quo ke dalam 
norma Pasal 41 UU 10/2016, sehingga menurut Mahkamah tidak lagi 
terdapat persoalan konstitusional terhadap norma a quo sebagaimana 
yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, pertimbangan hukum 
pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 mutatis mutandis berlaku 
terhadap permohonan para Pemohon. Dengan demikian dalil para 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 
 

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas 
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 40 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 tidak dipertimbangkan dan 
sepanjang Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat 
(2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 
10/2016 tidak beralasan menurut hukum. 
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F. AMAR PUTUSAN 
1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan 

Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang tidak dapat diterima;  

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019 yang 
menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dan ditolak untuk 
sisanya terhadap pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) 
Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 mengandung arti 
bahwa ketentuan pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 
dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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